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Koeksistensi hukum Syariah dengan sistem hukum sekuler di negara-
negara Asia telah menjadi topik yang semakin menarik dan penting.
Penelitian ini melakukan studi kasus di enam negara Asia, yaitu
Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi,
untuk menyelidiki kompleksitas, kesamaan, dan variasi penegakan
hukum Syariah dalam kerangka hukum masing-masing. Hasilnya
menunjukkan adanya pluralisme hukum, ketegangan hukum,
adaptasi, dan tema-tema umum di berbagai konteks ini. Temuan ini
menawarkan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan,
akademisi, dan praktisi yang ingin menavigasi dinamika yang rumit
dalam mengintegrasikan hukum Syariah ke dalam sistem hukum
multikultural. Penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi
hukum, perlindungan hak-hak minoritas, adaptasi, dan keseimbangan
yang cermat antara prinsip-prinsip agama dan hak asasi manusia
untuk memastikan koeksistensi yang lebih harmonis dari sistem
hukum ini di Asia.

ABSTRACT

The coexistence of Sharia law with secular legal systems in Asian
countries has become an increasingly interesting and important topic.
This research conducts case studies in six Asian countries, namely
Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran and Saudi Arabia, to
investigate the complexities, commonalities and variations of Sharia
law enforcement within their respective legal frameworks. The results
indicate the existence of legal pluralism, legal tensions, adaptations,
and common themes across these various contexts. The findings offer
valuable insights for policymakers, academics, and practitioners
seeking to navigate the complicated dynamics of integrating Sharia law
into multicultural legal systems. The research emphasizes the need for
legal harmonization, protection of minority rights, adaptation, and a
careful balance between religious principles and human rights to
ensure a more harmonious coexistence of these legal systems in Asia.
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1. PENDAHULUAN

Ketika membahas persinggungan antara hukum agama dan sistem hukum sekuler, negara-
negara Asia menjadi fokus yang menarik perhatian para akademisi. Dalam konteks ini, penegakan
hukum Syariah dalam kerangka hukum nasional menimbulkan tantangan dan peluang yang rumit.
Beberapa artikel yang ditemukan membahas topik ini, seperti artikel tentang Ali Abdul Raziq yang
membahas konsep Islam dan perbedaan antara hukum agama dan hukum negara menurut berbagai
pendapat para ahli (Latief et al., 2022). Artikel lain membahas pembiayaan perbankan syariah pada
sistem hukum nasional di Indonesia (Bhakti & Artanto, 2021), peluang dan tantangan penegakan
hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Baidi, 2019), penegakan hukum terkait
ancaman tindak kekerasan terorisme di Indonesia (Ridwan, 2022), dan keberadaan hukum Islam di

Indonesia serta peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional (Najib, 2021).

Dalam konteks penegakan hukum Syariah dalam kerangka hukum nasional, terdapat
tantangan dan peluang yang rumit. Artikel-artikel yang ditemukan memberikan gambaran tentang
hal ini, namun tidak memberikan jawaban pasti mengenai bagaimana menyelesaikan tantangan ini.
Penelitian ini memulai eksplorasi komprehensif terhadap penegakan hukum Syariah di negara-
negara Asia, dengan melakukan serangkaian studi kasus untuk memberikan wawasan yang

bernuansa tentang interaksi dinamis antara yurisprudensi agama dan struktur hukum negara.

Hukum Syariah, yang berasal dari yurisprudensi Islam, mencakup berbagai prinsip agama
dan pedoman etika yang mengatur kehidupan umat Islam dalam bidang pribadi, moral, dan
hukum. Penerapannya sangat bervariasi di seluruh dunia Islam, yang sering kali dipengaruhi oleh
faktor sejarah, budaya, dan politik. Di banyak negara Asia, Islam adalah agama yang dominan, dan
hukum Syariah memiliki tempat yang signifikan dalam kerangka hukum. Namun, sejauh mana
hukum Syariah dimasukkan, ditafsirkan, dan ditegakkan sangat berbeda dari satu negara ke negara
lain (Al Qaruty, 2021; Pelu et al., 2022; Shah, 2017).

Negara-negara Asia yang dipilih untuk penelitian ini, termasuk Indonesia, Malaysia,
Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi, mewakili spektrum pendekatan terhadap penegakan
hukum Syariah. Dari negara-negara di mana Syariah beroperasi secara paralel dengan hukum sipil
hingga negara-negara teokratis di mana Syariah menjadi tulang punggung sistem hukum, setiap
kasus menyajikan perspektif yang unik tentang hubungan yang kompleks antara hukum agama dan
struktur hukum negara (Hoque, 2016; Joseph et al., 2022; Karini & Filianti, 2018).

Dasar pemikiran di balik penelitian ini memiliki banyak aspek. Pertama, penelitian ini
bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman akademis tentang penegakan hukum
Syariah dalam konteks Asia. Meskipun ada banyak literatur yang berkembang tentang hukum
Islam, masih ada kebutuhan untuk analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana Syariah
diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, dengan mempertimbangkan lingkungan sosial-

politik yang kompleks di mana ia beroperasi.

Kedua, penelitian ini membahas implikasi praktis dari koeksistensi hukum Syariah dan
sistem hukum sekuler. Dengan melakukan studi kasus di berbagai negara dengan berbagai

pendekatan terhadap penegakan Syariah, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tantangan dan
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peluang yang dihadapi oleh pemerintah, para profesional hukum, pemuka agama, dan warga

negara.

Ketiga, studi ini memiliki potensi untuk menawarkan rekomendasi kebijakan yang berharga
dan wawasan bagi pemerintah dan badan-badan internasional yang ingin menavigasi
keseimbangan antara hukum agama dan hukum sipil. Di dunia yang ditandai dengan meningkatnya
keragaman agama dan multikulturalisme, memahami dinamika pluralisme hukum menjadi

perhatian yang mendesak.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hukum Syariah dan Sistem Hukum

Hukum Syariah adalah sistem aturan dan pedoman yang komprehensif untuk perilaku
Muslim yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Hukum ini mencakup berbagai macam masalah,
termasuk masalah keluarga, kriminal, dan keuangan. Namun, interpretasi dan implementasinya
sangat bervariasi, mengakibatkan pluralisme hukum dan ketegangan hukum di negara-negara Asia
yang mayoritas penduduknya Muslim, di mana hukum syariah hidup berdampingan dengan sistem
hukum nasional (Jaman, 2022; Jaman & Pertiwi, 2023). Ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang
mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Bania &
Faridy, 2021). Aturan dan peraturan yang melarang perdagangan apa pun menurut hukum Syariah
meliputi perdagangan apa pun yang dilarang oleh Syariah, najis atau haram, sumber dosa,
penipuan, ketidakpuasan para pihak, kerugian penjual atau pelanggan, barang yang tidak dapat
dijual atau tidak diketahui harganya, memabukkan, dan perdagangan apa pun yang melibatkan
bunga dengan cara apa pun (Ayub & Jafar, 2021). Pemahaman dan penerapan perilaku dan
pembagian keuntungan ekonomi di komunitas Muslim Cham di Vietnam adalah contoh hukum
Syariah dalam praktiknya (Thu, 2022). Namun, koeksistensi hukum Syariah dengan sistem hukum
nasional di negara-negara Asia yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah menghasilkan
pluralisme hukum dan ketegangan hukum. Politik hukum bank syariah di bawah Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah contoh lain dari hukum syariah dalam
praktik (Tektona, 2023).

2.2 Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum mengacu pada koeksistensi beberapa sistem hukum dalam satu
yurisdiksi. Di banyak negara Asia, seperti Indonesia dan Malaysia, hukum Syariah ada di samping
hukum perdata atau hukum adat. Pluralisme hukum menimbulkan tantangan yang berkaitan
dengan yurisdiksi, konflik hukum, dan hak-hak agama dan etnis minoritas. Untuk mengatasi
kompleksitas ini, harmonisasi hukum dan perlindungan hak-hak minoritas diperlukan. Pluralisme
hukum tidak terbatas di Asia, karena hal ini juga ada di negara-negara Barat, di mana hukum agama
dan hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara (Benda-Beckman, 2021; Flambonita,
2021; Michaels, 2009; Mustapha & Gamawa, 2018).

2.3 Ketegangan dan Sinergi
Hubungan antara hukum Syariah dan sistem hukum nasional sering kali ditandai dengan
ketegangan dan sinergi. Penelitian oleh (Al Nasser, 2014; Harding, n.d.; Hoesein, 2012) telah

menyoroti keseimbangan yang rumit antara prinsip-prinsip Islam dan hak asasi manusia dalam
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sistem hukum nasional. Ketegangan antara kebebasan pribadi dan kewajiban agama telah menjadi
tema yang berulang, terutama di negara-negara dengan interpretasi Syariah yang ketat, seperti Arab

Saudi dan Iran.

Di sisi lain, beberapa sarjana telah mengeksplorasi sinergi, menyoroti contoh-contoh di
mana prinsip-prinsip Syariah telah dimasukkan ke dalam hukum nasional untuk mengatasi masalah
keadilan dan kesetaraan. Adaptasi ini dapat dilihat di bidang-bidang seperti hukum keluarga, di
mana reformasi yang dipengaruhi oleh Syariah telah berusaha untuk meningkatkan hak-hak
perempuan (Alavi, 2018; Alotaibi, 2021; Otto, 2012).

2.4 Kesenjangan dalam Literatur
Meskipun penelitian yang ada memberikan wawasan yang berharga, terdapat kesenjangan
yang mencolok dalam literatur. Banyak penelitian cenderung berfokus pada masing-masing negara
atau aspek-aspek tertentu dari penegakan hukum Syariah, sehingga menyisakan ruang untuk
analisis yang lebih komprehensif dan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi
kesenjangan ini dengan melakukan studi kasus di beberapa negara Asia untuk memberikan
pemahaman yang lebih luas tentang interaksi yang kompleks antara hukum Syariah dan sistem

hukum nasional.

3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif
untuk menyelidiki penegakan hukum Syariah di negara-negara Asia. Mengingat sifat pertanyaan
penelitian yang kompleks dan beragam, desain penelitian kualitatif, yang menggabungkan studi

kasus, dipilih untuk memberikan pemahaman yang rinci dan spesifik terhadap pokok bahasan.

Desain penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari secara mendalam kompleksitas
penegakan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional di negara-negara Asia. Metode kualitatif
memfasilitasi eksplorasi isu-isu yang memiliki banyak sisi, sehingga memungkinkan pemahaman
yang lebih mendalam mengenai dinamika budaya, politik, dan sosial yang berperan dalam integrasi

sistem hukum agama dan sekuler.

3.1 Pendekatan Studi Kasus
Pendekatan studi kasus dipilih karena pendekatan ini menawarkan cara yang efektif untuk
menyelidiki penegakan hukum Syariah dalam konteks nasional yang spesifik. Beberapa studi kasus
dilakukan, masing-masing berfokus pada negara Asia yang berbeda, untuk memberikan wawasan
yang mendalam tentang nuansa dan variasi penegakan hukum Syariah. Negara-negara yang dipilih

untuk studi kasus meliputi Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi.

3.2 Pemilihan Negara-negara Asia
Pemilihan negara-negara untuk studi kasus dipandu oleh keragaman dalam sistem hukum
mereka dan prevalensi hukum Syariah dalam yurisdiksi mereka. Negara-negara ini memberikan
spektrum pendekatan terhadap penegakan hukum Syariah, mulai dari negara di mana Syariah
beroperasi bersama hukum sipil hingga negara teokratis di mana Syariah menjadi sistem hukum

utama. Negara-negara yang dipilih adalah sebagai berikut:
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a. Indonesia: Negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dengan
pendekatan unik terhadap hukum Syariah dalam sistem hukum yang sebagian besar
bersifat sekuler.

b. Malaysia: Sebuah negara dengan sistem hukum ganda di mana hukum Syariah hidup
berdampingan dengan hukum sipil, menjadikannya sebuah kasus pluralisme hukum
yang menarik.

c. Pakistan: Sebuah negara dengan sejarah panjang dalam mengintegrasikan hukum
Syariah ke dalam sistem hukumnya, memberikan kesempatan untuk mempelajari
dampak hukum Islam terhadap kerangka hukum secara keseluruhan.

d. Bangladesh: Sebuah negara dengan populasi Muslim yang signifikan di mana hukum
Syariah diterapkan bersama dengan hukum sekuler, sehingga memungkinkan adanya
analisis komparatif.

e. Iran: Sebuah negara teokratis di mana hukum Syariah merupakan sistem hukum
utama, yang memberikan wawasan tentang bentuk penerapan Syariah yang paling
ketat.

f. Arab Saudi: Sebuah negara di mana hukum Syariah memainkan peran sentral dalam

sistem hukum, memberikan perspektif yang berbeda dalam penegakan hukum Islam.

3.3 Metode Pengumpulan Data
Berbagai metode pengumpulan data digunakan untuk menyelidiki penegakan hukum

Syariah secara komprehensif di negara-negara Asia yang dipilih. Metode-metode ini meliputi:

Analisis Dokumen

Analisis dokumen yang ekstensif dilakukan, mencakup berbagai macam materi seperti teks
hukum, keputusan pengadilan, laporan pemerintah, dan literatur akademis. Analisis dokumen
berfungsi sebagai dasar untuk memahami kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur

penegakan hukum Syariah di setiap negara studi kasus.

Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan para informan kunci dari masing-masing
negara yang dipilih. Narasumber yang diwawancarai meliputi sarjana hukum, pemuka agama,
pejabat pemerintah, dan anggota masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam penegakan hukum
Syariah. Wawancara ini memberikan perspektif kualitatif tentang masalah ini, menawarkan

wawasan tentang perspektif, tantangan, dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan.

Pengamatan Lapangan

Dalam beberapa kasus, jika memungkinkan dan aman, observasi lapangan dilakukan untuk
menyaksikan penerapan hukum Syariah secara praktis di negara-negara yang dipilih. Observasi
lapangan dapat mencakup menghadiri proses pengadilan, mengamati lembaga-lembaga hukum,
dan mendokumentasikan interaksi antara para profesional hukum, otoritas agama, dan masyarakat.

Pengamatan ini memberikan perspektif yang unik dan langsung tentang penegakan hukum Syariah.
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3.4 Analisis Data
Data yang dikumpulkan dari analisis dokumen, wawancara, dan observasi lapangan
menjalani analisis yang ketat untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Analisis tersebut

mencakup komponen-komponen utama berikut ini:

Analisis Tematik

Data akan dianalisis secara tematik, yang melibatkan identifikasi tema, pola, dan konsep-
konsep utama yang berulang terkait penegakan hukum Syariah di masing-masing negara Asia yang
dipilih. Analisis tematik membantu dalam pengorganisasian dan interpretasi data kualitatif,

memberikan wawasan tentang dinamika hukum, sosial, dan budaya penegakan hukum Syariah.

Analisis Lintas Kasus

Analisis lintas kasus akan dilakukan untuk membandingkan dan membedakan temuan-
temuan dari masing-masing negara studi kasus. Pendekatan komparatif ini membantu
mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam penegakan hukum Syariah, menyoroti variasi
regional dan menjelaskan implikasi yang lebih luas dari penegakan hukum Syariah di negara-negara
Asia.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menyajikan temuan-temuan dari studi kasus yang dilakukan terhadap
penegakan hukum Syariah di beberapa negara Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan,
Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi. Diskusi ini menggali seluk-beluk, kesamaan, dan variasi dalam

integrasi dan penegakan hukum Syariah di dalam sistem hukum masing-masing negara.

Indonesia

a. Integrasi Hukum Syariah: Di Indonesia, hukum Syariah hidup berdampingan dengan
hukum perdata, terutama di daerah otonom Aceh dan Sumatera Selatan. Penegakan
hukum Syariah terbatas pada masalah keluarga, moral, dan kriminal di wilayah-wilayah
ini.

b. Tantangan dan Ketegangan: Integrasi hukum Syariah di Indonesia telah menimbulkan
ketegangan antara otoritas agama lokal dan pengadilan sipil. Terdapat perdebatan yang
sedang berlangsung mengenai sejauh mana hukum Syariah harus ditegakkan dan

kesesuaiannya dengan sistem hukum sekuler di Indonesia.

Malaysia
a. Sistem Hukum Ganda: Malaysia memiliki sistem hukum ganda, di mana hukum perdata
dan hukum Syariah beroperasi secara paralel. Hukum Syariah sebagian besar diterapkan
pada umat Islam dalam masalah keluarga, status pribadi, dan keuangan Islam.
b. Pluralisme Hukum: Koeksistensi dua sistem hukum telah menciptakan suatu bentuk
pluralisme hukum, yang menghadirkan tantangan dan peluang. Negara ini menghadapi

perdebatan mengenai yurisdiksi pengadilan Islam dan sejauh mana kewenangannya.
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Pakistan

a.

Integrasi Historis: Pakistan telah mengintegrasikan hukum Syariah ke dalam sistem
hukumnya sejak awal. Negara ini memiliki kerangka hukum yang kompleks yang
menggabungkan hukum sekuler dan hukum Islam.

Ketegangan Hukum: Interaksi antara hukum Syariah dan hukum sipil telah menciptakan
ketegangan hukum, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan status pribadi,
seperti pernikahan dan perceraian. Negara ini telah menghadapi tantangan dalam

mendamaikan yurisprudensi Islam dengan norma-norma hukum modern.

Bangladesh

3.5

3.6

Hidup berdampingan dengan Hukum Sekuler: Bangladesh dicirikan oleh koeksistensi
sistem hukum sekuler dan prinsip-prinsip Islam dalam masalah pribadi dan keluarga.
Hukum Syariah beroperasi bersama hukum sipil, memungkinkan individu untuk
memilih sistem hukum yang mereka sukai.

Tantangan dan Adaptasi: Integrasi hukum Syariah di Bangladesh menghadirkan
tantangan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kebebasan pribadi. Negara ini
telah melakukan upaya untuk mengadaptasi dan mereformasi hukum Syariah untuk

meningkatkan hak-hak perempuan dan mengatasi masalah hukum yang lebih luas.

Iran

a.

Negara Teokratis: Iran dikenal sebagai negara teokratis di mana hukum Syariah adalah
sistem hukum utama. Hukum ini mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari hukum
keluarga hingga peradilan pidana.

Dampak pada Masyarakat: Penegakan hukum Syariah yang ketat di Iran memiliki
implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang
hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan peran otoritas agama dalam

pemerintahan.

Arab Saudi

a.

Peran Sentral Syariah: Di Arab Saudi, hukum Syariah memainkan peran sentral dalam
sistem hukum. Negara ini menganut interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam, yang
memengaruhi masalah pribadi, perdata, dan pidana.

Interpretasi yang unik: Interpretasi Arab Saudi terhadap hukum Syariah berbeda, dan
penegakannya sering kali konservatif. Sistem hukum ini mencerminkan warisan Islam

yang mengakar kuat di negara ini.

Analisis Lintas Kasus

Analisis lintas kasus mengungkapkan beberapa kesamaan dan variasi di negara-negara Asia

yang dipilih:

Pluralisme Hukum: Pluralisme hukum merupakan tema yang berulang, dengan
sebagian besar negara hidup berdampingan dengan hukum sipil dan hukum Syariah.
Hal ini menimbulkan tantangan terkait yurisdiksi, konflik hukum, dan perlindungan

hak-hak minoritas.
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b. Menyeimbangkan Prinsip-prinsip Agama dan Hak Asasi Manusia: Ketegangan antara
hukum Syariah dan hak asasi manusia tetap menjadi perhatian utama. Semua negara
studi kasus telah bergulat dengan keseimbangan antara prinsip-prinsip Islam dan
kebebasan pribadi, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

c. Adaptasi dan Reformasi: Beberapa negara, terutama Bangladesh dan beberapa bagian
dari Indonesia, telah melakukan reformasi untuk mengadaptasi hukum Syariah ke dalam
norma-norma hukum modern, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan

hukum keluarga.

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan
Temuan-temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap koeksistensi
hukum Syariah dan sistem hukum sekuler di negara-negara Asia. Para pembuat kebijakan dan

akademisi harus mempertimbangkan beberapa poin penting berikut ini:

a. Harmonisasi Hukum: Upaya untuk menyelaraskan hukum Syariah dengan hukum sipil
harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan memastikan konsistensi dalam
kerangka hukum.

b. Perlindungan Hak-hak Minoritas: Perhatian khusus harus diberikan pada perlindungan
hak-hak minoritas dan hak-hak non-Muslim di negara-negara yang menerapkan hukum
Syariah yang berdampingan dengan hukum sipil.

c. Adaptasi dan Reformasi: Negara-negara dapat mengeksplorasi peluang reformasi untuk
memastikan bahwa hukum Syariah selaras dengan norma-norma hukum modern,
terutama di bidang status pribadi dan kesetaraan gender.

d. Undang-Undang Penyeimbang: Mencapai keseimbangan antara prinsip-prinsip agama
dan hak asasi manusia masih menjadi tantangan yang kompleks yang membutuhkan

dialog dan negosiasi yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penegakan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional di negara-negara Asia merupakan
isu yang memiliki banyak segi dengan implikasi yang kompleks. Penelitian ini, melalui studi kasus
di Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi, telah menyoroti kerumitan,
tantangan, dan peluang yang muncul dari koeksistensi hukum Syariah dan sistem hukum sekuler
di Asia. Tema umum pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan,
menghadirkan tantangan dan peluang. Konflik yurisdiksi, ketegangan, dan perlindungan hak-hak
minoritas merupakan masalah yang terus berulang. Keseimbangan antara prinsip-prinsip agama
dan hak asasi manusia, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan kebebasan pribadi, masih

menjadi tantangan yang signifikan bagi semua negara yang diteliti.

Adaptasi dan reformasi, khususnya di bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum
keluarga, muncul sebagai strategi penting untuk memastikan kesesuaian hukum Syariah dengan
norma-norma hukum modern. Negara-negara seperti Bangladesh dan beberapa negara di Indonesia
telah memulai reformasi untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan mengatasi masalah hukum
yang lebih luas. Implikasi dari penelitian ini meluas pada kebutuhan akan harmonisasi hukum,

perlindungan hak-hak minoritas, dan pendekatan yang seimbang yang menghormati prinsip-
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prinsip agama dan hak asasi manusia. Mencapai keseimbangan ini merupakan tantangan yang

kompleks yang memerlukan dialog dan negosiasi yang berkelanjutan.
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